
WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR "fr/2gt TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KREDIT USAHA RAICTAT KOTA SEMARANG

Menimbang : a.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil,
pemberdayaa.n Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), peningkatan akses Koper;asi dan UMKM, pada sumber
pembiayaan, perlu dil,akukan koordinasi, monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program Iftedit Usaha Ralryat Kota
Semarang;

bahwa agar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi
tersebut dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasil guna
perlu dibentuk fim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Kota Semarang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang
tentang Pembentukan Tim koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
PelaksanaEm program Kredit Usaha Ralryat Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogiakarta;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OII tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1+ Nomor
244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

Mengingat : 1.

b.

c.
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6.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3O79);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal Serta
Penetapan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 581 /12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kredit Us$a Rakyat Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(l,embaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan l,embaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSI(AN:

Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kredit Usaha Rakyat Kota Semarang.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan
Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini;
Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. melakukan pendataan Usaha Mikro di Kota
potensial;

b. mengunggah data Usaha Mikro Kecil ke Sistem
Program;

7.

8.
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KEEMPAT
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c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evalusi terhadap
pelaksanaan Program Kredit Usaha Ralqyat di Kota Semarang;

d. mengambil langkah langkah penyelesaian hambatan dan
permasalahan dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat
di Kota Semarangi dan

e. melaporkan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro kepada
Walikota Semarang secara periodik setiap tiga bulan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk
Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program lkedit Usaha Rakyat Kota Semarang yang terdiri dari
instansi terkait.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota
Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteta'pkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal ? Junf 2018

/ll

rJ"*oRAR 
PRIHADI

SALINAN disamPaikan kePada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Negara Koperasi dan UMKM

Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah

Kota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan'

dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
g. repata Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang;

10. fepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

ASEMARANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR Wggt TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI,
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT KOTA SEMARANG

NO JAIIATAN DALAM DINAS/ INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3

1 Walikota Semarang Pengarah

2

3

Wakil Walikota Semarang Wakil Pengarah

Sekretaris Daerah Kota Semaremg Penanggungjawab

4 Asisten Administrasi Ekonomi, p*-b"rrgrrrr"r,
dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Semarang Ketua

5
Kepala Dinas Koperasi dan Usah" nAit.o XoE
Semarang Wakil Ketua

6 Kepala uagian Perekonomian Setda Kota
Semarang Sekretaris I

7
trepara Kantor wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan provinsi Jawa Tengah

Kepala Dinas perikanan Kota Semarang

Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata
Kota Semarang

Sekretaris II

8 Koordinator Kredit Usaha Rakyat
Bidang pelikanan

9 Koordinator Kredit Usaha Rakvat
Bidang Ekonomi Kreatif

10 Kepala Dinas perindustrian Kota Semarang Koordinator Kredit Usaha Rakvat
Bidang perindustrian

Koordinato.ffi
Bidang pertanian

ll

12

I 
Kenala Dinas pertanian Kota Semarang

I 
Xenala Dinas perdagangan Kota Semarang

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kantor
Regional4 Jawa Tengah Aan Ofy

Koordinator Kredit Usaha Rakyat
Ridnns Perrlaco--o-

13 Koordinator Kredit Usaha Rakvat
Bidang Tenaga Kerja Indonesia

L4
Koordinator Kredit UsatraEatvat

Bidang Monitoring, pembinaan dan
Evaluasi pembiayaan dan

penjaminan
15 'rc1rau r.lrrras r.euulanan pangan Kota

Semarang Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

16 I 
KasuDbag l3ina Usaha Bagian perekonomian

-Setda Kota Semarang

%

Pimpinan et.e"
Semarang
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18
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19
Kepala Cabang Perum Jaminan ltuedit
Indonesia Cabang Semarang

Anggota

20
Staf Bagian Perekonomian Setda Kota
Semarang

Pengolah Data

2L
Staf Bagian Perekonomian Setda Kota
Semarang

Pengolah Data

22 Staf Bagian Perekonomian Setda Kota
Semarang

Pengolah Data

23 Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Semarang

Pengolah Data

24 Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Semarang

Pengolah Data

WALIKOTA SEMARANG,


